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ABSTRAK 

Penggunaan tenaga kerja asing di pasar kerja Indonesia hanyalah untuk jabatan dan waktu 

tertentu. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya perjanjian kerja waktu 

tertentu antara pengusaha dengan tenaga kerjsa asing sering dibuat dengan tidak memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Perjanjian kerja tersebut sering dibuat tidak tertulis dan tidak dalam 

bahasa Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi perselisihan 

hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja terkait dengan status hubungan kerja dan 

kompensasi PHK. 

Memang peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian kerja 

waktu tertentu bagi tenaga kerja asing sehingga pelanggaran atas perjanjian kerja waktu tertentu 

tersebut mengakibatkan perjanjian kerja tersebut dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak 

tertentu. Hal tersebut tidaklah tepat karenaseharusnya terhadap perjanjian kerja waktu tertentu 

bagi tenaga kerja asing berlaku lex specialis 

Di Indonesia, banyak kasus yang terjadi akibat perjanjian kerja yang dibentuk tanpa bahasa 

Indonesia. Beberapa kasus diselesaikan dengan jalur mediasi maupun jalur pengadilan, yang 

memiliki hasil penyelesaian berbeda-beda. Maka dari itu, peran hakim maupun mediator 

diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan 

tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan 

sesudah hubungan kerja.
1
 Menurut Payaman J. Simanjuntak pengertian tenaga 

kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang 

bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti 

sekolah dan mengurus rumah tangga.
2
 

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan selanjutnya disebut UU Tenaker disebutkan bahwa tenaga 

kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat.” Pengertian tenaga kerja dalam UU Tenaker tersebut 

menggantikan  pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 

1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian 

tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”
3
 

Tenaga kerja di Indonesia terbagi dua, yaitu Tenaga Kerja Indonesia 

(selanjutnya disebut TKI) dan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA). 

TKI adalah tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia bekerja di 

Indonesia. Berbeda dengan TKA, yang merupakan warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, pengertian dari 

TKA tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) UU Tenaker.
4
  

Banyak perusahaan di Indonesia memperkerjakan TKA bertujuan untuk 

meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara maju maupun berkembang 

                                                        
1 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35 
2 Ibid 
3 Ibid, hlm. 27. 
4 Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : “Tenaga kerja asing 
adalah warga warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah 
Indonesia.” 
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lain serta agar negara lain memiliki kepercayaan untuk berinvestasi, 

menanamkan modal, serta mengembangkan usaha di Indonesia. Biasanya, para 

pemilik modal asing selain menanamkan modal di Indonesia juga menyertakan 

tenaga kerja dari negaranya. Dengan banyaknya investor asing yang 

menanamkan modal di Indonesia dapat meningkatkan pembangunan nasional 

Indonesia sendiri. 

Para tenaga kerja yang bekerja di Indonesia, baik TKI maupun TKA 

berhak untuk mendapatkan hak-hak perlindungan. Pemenuhan hak dalam 

bekerja adalah konkretisasi dan implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat 

Indonesia yang normatif sebagai pekerja seperti upah, jaminan keselamatan 

dan kesehatan mereka.
5
  Tenaga kerja tidak hanya dapat dipandang sebagai alat 

produksi saja, melainkan lebih dari itu, yakni dipandang sebagai tenaga kerja 

yang harus diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, sudah selayaknya 

diberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan tersebut bertujuan agar 

tenaga kerja merasa aman dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga 

diharapkan dapat mengingatkan produktivitas dan menghindarkan tenaga kerja 

dari persoalan yang mungkin dapat menghambat kreatifitasnya. Dengan 

demikian, perlindungan pekerja itu akan mencakupi:
6
 

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian 

dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja dan lingkungan, serta cara-cara 

melakukan pekerjaan. 

2. Norma kesehatan kerja dan higienis kesehatan perusahaan yag meliputi 

pemeliharaandan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan 

dengan mengatur pemberian obat-obatan dan perawatan tenaga kerja yang 

sakit. 

3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang 

bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, pekerja 

wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan keyakinan masing-

                                                        
5 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hlm. 180. 
6 Kartasapoetra, G. Dan Rience Indraningsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Armico, 
Bandung, 1982, hlm. 43-44. 
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masing yang diakui pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, dan 

sebaginya guna memelihara kegairahan dan mori kerja yang menjamin 

daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlauan yang sesuai denga 

martabat manusia dan moral. 

4. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan akibat pekerjaan berhak 

atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau 

penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian. 

 

Dari norma-norma diatas telah termuat dalam Pasal 86 ayat (1) UU 

Tenaker yang berbunyi, “Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas : keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan 

dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat  manusia serta nilai-

nilai agama”. Bentuk hak lain yang berhak didapatkan oleh para tenaga kerja 

antara lain, yaitu : 

1. hak untuk bekerja,  

2. hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak,  

3. hak mendapatkan pembinaan pembinaan keahlian dan kejujuran untuk 

memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja,  

4. hak untuk menjadi anggota perserikatan tenaga kerja yang bertujuan untuk 

melindungi segala bentuk kepentingan para tenaga kerja. 

 Bentuk konkrit dari hak-hak perlindungan yang didapatkan oleh tenaga 

kerja seperti yang telah dijelaskan dalam bentuk norma tersebut harus menjadi 

acuan bagi pemberi kerja dengan tenaga kerja, sehingga perlu dituangkan 

dalam perjanjian kerja sebagai syarat bekerja serta bukti bahwa pekerja akan 

mendapatkan perlindungan tersebut. 

Pemberi kerja yang hendak memperkerjakan seorang tenaga kerja wajib 

membuat sebuah perjanjian kerja. Dalam Pasal 1601 KUHPerdata berisi 

pengertian perjanjian kerja yang berbunyi. “Perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah 

perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah.” Dalam UU Tenaker, Pasal 1 angka 14 
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berbunyi, “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 

kewajiban kedua belah pihak.”  

Menurut Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu 

perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja 

dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan maikan 

mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.
7
 

Dalam Pasal 51 ayat (1) yang berisi bahwa perjanjian kerja dibentuk secara 

tertulis maupun lisan.
8
 

Secara normatif perjanjian kerja dalam bentuk tertulis lebih menjamin 

kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan 

sangat membantu dalam proses pembuktian. Namun tidak dapat dipungkiri 

masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat 

perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber 

daya manusia maupun karena kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan 

membuat perjanjian  kerja secara lisan.
9
 Dengan terbentuknya perjanjian kerja 

terbentuk pula sebuah hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja . 

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang 

terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 UU Tenaker 

disebutkan bahwa, “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah.” Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan 

kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh. 

Hubungan kerja bisa terbentuk dengan TKI maupun TKA, berdasarkan 

perjanian yang dibentuk para pihak. Dalam konteks yang mencakup global 

seperti World Trade Organization selanjutnya disebut WTO. Negara Indonesia 

mulai bergabung dengan organisasi ini semenjak 22 tahun yang lalu kurang 

                                                        
7 Lalu Husni, Op.Cit, hlm. 62 
8 Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan : “Perjanjian kerja 
dibuat secara tertulis atau lisan.” 
9 Lalu Husni, Op.cit, hlm. 66 
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lebih. Terdapat beberapa Negara lain yang bergabung dalam organisasi ini 

yang bertujuan agar perdagangan jasa internasional tidak diskriminatif dan 

lebih bebas.  

Konsekuensi dari terlibatnya Indonesia sebagai negara anggota WTO 

adalah Indonesia harus mengubah cara berpikir (mindset) dari sebuah 

yurisdiksi tunggal yang memiliki kedaulatan penuh atas kebijakan 

perdagangan, menjadi sebuah entitas yang wajib memperhatikan keseimbangan 

perlakuan terhadap negara lain dalam melakukan kegiatan perdagangan. World 

Trade Organization adalah sebuah komitmen atas manifestasi kawasan 

integrasi ekonomi ini akan bertentangan dengan komitmen-komitmen lainnya 

yang dideklarasikan sebelumnya terutama atas komitmen dengan World Trade 

Organization (WTO) yang tertuang dalam General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT)
10

. 

Seluruh negara anggota ASEAN merupakan negara partisipan dalam 

WTO, yang terikat pada prinsip yang melarang diskriminasi terhadap mitra 

dagangnya, dinamakan juga prinsip Most Favored Nation (MFN). Prinsip Most 

Favoured Nation (MFN) termuat dalam pasal I GATT. 

Prinsip MFN menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus 

dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara 

anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama 

dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut 

biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan 

segera dan tanpa syarat (immediately and unconditionally) terhadap produk 

yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT
11

. Sehingga 

                                                        
10 World Trade Organization, ( 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm ) 
11 Gunther Jaenicke, General Agreement on Tariffs and Trade (1946), dalam Bernhard (ed)., 
Encyclopedia of Public International Law, Instalment 5 (1983), hlm 22 

 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara 

lainnya, atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.
12

 

Berikut prinsip National Treatment yang terdapat dalam Pasal III GATT. 

Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu 

negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.
13

 Prinsip 

ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak 

dan pungutan-pungutan lainnya, selain itu berlaku pula terhadap perundang-

undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang 

mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau 

penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan 

perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau 

kebijakan administratif atau legislatif.
14

  

Indonesia selain bergabung menjadi anggota WTO juga terdaftar sebagai 

anggota ASEAN. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok 

oleh beberapa Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan 

Muangthai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi 

Bangkok oleh kelima Menteri Luar Negeri negara-negara tersebut. Negara-

negara anggota ASEAN sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun 

keluar, sedangkan musyawarah, kepentingan bersama, saling membantu 

dengan semangat ASEAN adalah landasan utama kerjasama ini
15

.  

Indonesia kini tengah berpacu dengan waktu dalam menyambut 

pelaksanaan pasar bebas Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada tahunn 2015. ASEAN telah 

menyepakati sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. MEA merupakan 

wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu 

kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi 

                                                        
12 Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1987, hlm 8-11, dikutip dalam buku Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 108. 
13 Olivier Long, Op. cit, hlm 9, dikutip dalam buku Huala Adolf, Hukum Perdagangan 

Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 111. 
14 Ibid. 
15 Alfian dkk. 1986. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN. Jakarta: Seknas ASEAN Deplu RI, 
hlm 1 
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kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta 

menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. 

Menghadapi perdagangan bebas ASEAN, langkah pertama yang harus 

dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia 

mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar berpotensi menjadi 

pasar bagi produk sejenis dari negara tetangga. Peningkatan daya saing ini 

mencakup baik produk unggulan maupun yang bukan unggulan. Di samping 

itu, parlemen Indonesia dapat membantu tugas pemerintah dimaksud dengan 

mempersiapkan berbagai regulasi yang bertujuan melindungi pasar Indonesia 

dari serbuan barang produk negara-negara ASEAN, selain produk barang yang 

menjadi sasaran utama, tenaga kerja juga termasuk hal yang diutamakan oleh 

pemerintah. MEA menjadi peluang besar bagi para tenaga kerja Asia untuk 

mencari pekerjaan diluar negaranya sendiri. Namun tetap Indonesia 

mempioritaskan tenaga kerja dari WNI sendiri, MEA mempermudah WNA 

untuk bekerja di Indonesia maupun Negara lain
16

 

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam WTO, ASEAN dan MEA 

berdampak pada aktifitas perdagangan internasional sehari-hari, seperti banyak 

orang Indonesia yang berimigrasi untuk bekerja di luar negeri begitupun 

sebaliknya. Semakin banyak warga Negara asing yang hendak bekerja di 

Indonesia. Maka dari itu peraturan yang dibentuk di Indonesia mengenai 

Ketenagakerjaan turut mengatur tentang TKA yang hendak bekerja di 

Indonesia. 

Perjanjian kerja yang berlaku di Indonesia dalam UU Tenaker dibedakan 

menjadi 2 jangka waktu antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya 

disebut PKWT dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu selanjutnya 

PKWTT. Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi 

hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya dan waktu tidak 

tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau 

selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu 

lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak 

                                                        
16 H Wangke, Info Singkat Hubungan nternasional Pusat Pengkajian, 2014, (www.dpr.go.id) 

http://www.dpr.go.id/
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tetap. Status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. 

Sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu 

biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah 

pekerja tetap.
17

 

Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Tenaker menyebutkan bahwa Perjanjian 

Kerja untuk waktu tertentu  hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 

tertentu, yaitu : 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ; 

c. Pekerjaan yang bersifat musiman ; 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Ketentuan perjanjian kerja bagi TKI maupun TKA ditentukan oleh 

pemberi kerja. Bagi TKI bisa memiliki perjanjian kerja dalam bentuk PKWT 

maupun PKWTT sebab TKI adalah warga negara Indonesia asli yang bisa 

menetap di Indonesia sampai kapanpun. Namun, untuk TKA hanya 

diperbolekan bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,  berkaitan 

dengan jangka waktu diatur dalam Pasal 59 ayat 4 UU Tenaker yang berbunyi 

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu 

dapat  diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.” 

Untuk TKA yang bekerja di Indonesia telah ditetapkan bahwa hanya 

diperkerjakan dengan PKWT dan tidak menjadi pekerja tetap. Tercantum 

dalam Pasal 42 ayat 4 UU Tenaker yang berbunyi “Tenaga kerja asing dapat 

dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu 

dan waktu tertentu”. Serta dalam Pasal 42 ayat 6 UU Tenaker yang berbunyi 

“Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa 

                                                        
17 Lalu Husni, Op.cit,  hlm. 7 
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kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga 

kerja asing lainnya.” 

Untuk membentuk sebuah perjanjian kerja dengan TKA, ketentuannya 

tercantum dalam Pasal 57 UU Tenaker, berbunyi : 

1) “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus 

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis 

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 

3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, 

maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” 

Penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap kesepakatan atau perjanjian 

dengan pihak asing diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 

yang berbunyi : 

1) “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau 

perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik 

Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara 

Indonesia. 

2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak 

asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” 

Tercantum pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Tenaker serta dalam Pasal 

31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara 

serta Lagu Kebangsaan bahwa perjanjian dengan pihak asing wajib 

menggunakan bahasa Indonesia begitu pula ketentuan dalam perjanjian kerja 

dengan TKA, perjanjian kerja atau kontrak kerja tersebut harus menggunakan 

Bahasa Indonesia disertai dengan Bahasa Latin. Apabila tidak menggunakan 

Bahasa Indonesia atau bilingual, maka TKA tersebut akan dinyatakan sebagai 

PKWTT atau yang dimaksud dengan pekerja tetap. Sedangkan, pada Pasal 42 

diatur bahwa TKA hanya bisa bekerja di perusahaan Indonesia dengan jabatan 

tertentu dalam waktu tertentu.  
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Dapat dilihat bahwa dalam UU Tenaker  memiliki ketidaksesuaian  antara  

Pasal 42 dengan Pasal 57 tentang hubungan kerja TKA dengan perusahaan-

perusahaan yang tunduk pada ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dari 

ketidaksesuaian Pasal 42 dengan Pasal 57 menimbulkan beberapa akibat yang 

salah satunya merupakan status pekerja bagi TKA tersebut. Persoalan 

mengenai beralihnya status TKA akibat dari perjanjian kerja tidak hanya 

membingungkan mengenai status pekerja TKA tetap atau tidak, namun 

berdampak mengenai izin tinggal bagi TKA tersebut, dari TKA yang memiliki 

izin tinggal terbatas karena bekerja di Indonesia dalam waktu tertentu saja, 

seketika diharuskan memiliki izin tinggal tetap yang berakibat dari status TKA 

tersebut menjadi pekerja tetap di Indonesia. 

Sebuah contoh kasus untuk mendukung penulisan ini, di Jakarta terdapat 

perusahaan yang memperkerjakan TKA untuk bekerja di perusahaan tersebut. 

TKA yang hendak berkerja di perusahaan ini berasal dari Spanyol. Sebelum 

mereka sepakat dibuat sebuah perjanjian kerja dalam Bahasa Inggris namun 

tercantum kesepakatan bahwa TKA tersebut bekerja dalam waktu tertentu saja. 

Mengacu pada Pasal 57 UU Tenaker bahwa perjanjian kerja harus tertulis 

dalam Bahasa Indonesia atau dibuat dalam bentuk bilingual. Tercantum pada 

pasal terebut bahwa apabila bertentangan dengan ayat (1) maka tenaga kerja 

dianyatakan sebagai pekerja tetap. Pada aturannya, seorang TKA tidak bisa 

menjadi seorang pekerja tetap , hanya menjadi seorang pekerja kontrak dengan 

waktu yang ditentukan.  

Perihal TKA yang bekerja di Indonesia memiliki beberapa syarat dan 

ketentuan, sebelum membuat perjanian kerja harus ditetapkan terlebih dahulu 

apakah TKA tersebut tunduk pada Hukum Positif Indonesia atau tunduk pada 

hukum negara asalnya, sebab TKA tersebut tunduk pada hukum negara mana 

itu, sangat berpengaruh pada ketentuan dalam memperkerjakan seorang TKA 

di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Status 
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Pekerja bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Akibat Perjanjian Kerja 

dalam Bahasa Asing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian ini, timbul beberapa permasalahan hukum, 

yaitu : 

1. Perjanjian kerja untuk TKA merupakan perjanjian kerja formal dengan 

ketentuan dalam 57 UU Tenaker. Apa akibat yang timbul dari 

dilanggarnya fomalitas perjanjian kerja tersebut? 

2. Terhadap TKA yang bekerja di Indonesia, apakah hukum Indonesia dapat 

berlaku bagi TKA tersebut? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian penulisan ini agar dapat mengetahui beberapa hal 

dalam kepastian hukum, yakni bagaimana Tenaga Kerja Asing dalam 

Kepastian Hukum atas status kerja bagi TKA yang bekerja di Indonesia apabila 

perjanjian kerjanya dibentuk dalam Bahasa Asing bukan dalam Bahasa 

Indonesia atau bilingual, Pengaturan tentang Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja 

Asing yang status bekerja nya beralih dari kontrak ke pekerja tetap, serta 

hukum yang berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis  

Penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan. 

2. Kegunaan Praktis  
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a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan 

mengenai ketenagakerjaan khususnya untuk Tenaga Kerja Asing yang 

hendak bekerja di Indonesia 

b. Sebagai gambaran bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pemakaian 

Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia  

c. Sebagai masukan bagi pengusaha yang ingin memperkerjaan Tenaga 

Kerja Asing agar lebih memperhatikan lagi perjanjian kerja yang 

dibentuk antar para pihak. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Dalam hal mengerjakan tugas akhir yang berjudul “Status Pekerja bagi 

Tenaga Kerja Asing di Indonesia Akibat Perjanjian Kerja dalam Bahasa Asing 

Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan”, Penulis menggunakan metode Yuridis-Normatif. Metode 

Penelitian Yuridis-Normatif adalah metode atau cara yag digunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilaukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

ada.
18

 Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan 

mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian 

hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum 

subjektif (hak dan kewajiban)
19

. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, 

metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terbagi ke dalam 2 

macam yaitu :  

 

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

seperti peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meneliti 

permasalahan hukum yang terjadi, maka bahas primer terdiri dari: 

                                                        
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Cetakan ke-11. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm 13-14. 
19 Hardijan Rusli, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif : Bagaimana. Law Review 
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V. No. 3. Hlm, 50. 
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1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, 

dan Lambang Negara serta Lagu KeBangsaan 

5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 

PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 

Kerja 

6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-

100/MEN/VI/2004 Tentang “Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu”. 

8) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu 

B. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian 

b. Website resmi  

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan nformasi dari berbagai aspek 
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mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam 

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 
20

 : 

 Pendekatan undang-undang 

 Pendekatan kasus 

 Pendekatan historis 

 Pendekatan komparatif 

 Pendekatan konseptual  

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

di bidang hukum; 

2. Studi lapangan, yang dimaksudkan untuk menguatkan data sekunder 

yang diperoleh, artinya terhadap hal-hal praktis dan teknis berkaitan 

dengan data sekunder yang masih belum jelas akan ditelusuri melalui 

penguatan pemahaman praktis. 

3. Analisis Bahan/Data, Seluruh data dikumpulkan secara sistematis 

sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian 

dianalisis secara kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Metode kualitatif 

adalah tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian yang bersifat 

deskriptif-analitis, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk 

angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan berbentuk deskriptif 

yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan 

yang terjadi berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing yang perjanjian 

kontrak dengan perusahaan dibentuk dalam Bahasa Asing. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini, saya ingin menjabarkan secara singkat 

mengenai penelitian ini, yang kemudian dibagi ke dalam 4 bab. Bab-bab tersebut 

dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut : 

                                                        
20 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 
hlm 93. 
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Pada BAB I  akan dibahas mengenai Pendahuluan yang terdiri dari : 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Kegunaan Penlitian 

e. Metode Penelitian 

f. Sistematika Penulisan 

Pada BAB II akan dibahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Status 

Pekerja Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Akibat Perjanjian Kerja 

Pada BAB III akan dibahas mengenai Akibat Hukum Dibentuknya 

Perjanjian Kerja Dalam Bahasa Asing Dengan Tenaga Kerja Asing di 

Indonesia 

Pada BAB IV  akan dibahas mengenai Penutup yang terdiri dari : 

a. Kesimpulan 

b. Saran 
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